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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1B Wirogunan Kota Yogyakarta,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan
perempuan kelas 1B wirogunan kota yogyakarta yang diberikan merupakan
hak-hak narapidana secara umum saja yaitu hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makanan yang layak yang tertera dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam hal hak
narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan perempuan
tersebut secara khusus tidak ada diberikan terutama tentang fasilitas khusus
yaitu tempat untuk menyusui dan fasilitas tempat ruangan untuk anak.

2. Hak narapidana wanita atas reproduksi di lembaga pemasyarakatan
perempuan kelas 1B wirogunan kota yogyakarta belum terpenuhinya
sebagai berikut:

a. Karena dalam peraturan perundang-undangan tidak terperinci yang
mengatur hak narapidana wanita khususnya dalam reproduksinya.
b. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 11B

wirogunan kota yogyakarta belum memberikan anggaran dalam
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pembangunan sarana dan prasarana terutama fasilitas khusus bagi
narapidana wanita atas reproduksinya.

c. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 1B
wirogunan kota yogyakarta belum tersedianya tenaga ahli medis atas
reproduksinya.

B. Saran
Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran yaitu sebagi berikut :

1. Dalam rangka memenuhi hak narapidana wanita atas fungsi reproduksi di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 1B Wirogunan Yogyakarta,
hendaknya Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah
Istimewa Yogyakarta segera menyediakan perlindungan hak asasi manusia
khusus terhadap bayi atas reproduksi yaitu fasilitas tempat menyusui dan
fasilitas ruangan khusus terhadap bayi di lembaga pemasyarakatan.

2. Hendaknya dibuat suatu peraturan-peraturan khusus dalam undang-undang
nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang secara spesifik
mengatur, melindungi dan menjamin hak atas fungsi reproduksi bagi
narapidana wanita yaitu perlindungan hak asasi manusianya di lembaga

pemasyarakatan perempuan tersebut.
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Kepada Yth. :

Nomor ;. 074/0438/Kesbangpol/2018 Kepala Kanwil Kemenkumham DIY

Perihal :  Rekomendasi Penelitian
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari :  Ketua Program Studi Magister limu Hukum Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nomor : 0814.V/Eks/V

Tanggal : 3 Mei 2017

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan tesis dengan judul proposal :"HAK NARAPIDANA WANITA ATAS
REPRODUKS!I DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB
WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA” kepada:

Nama : DESBORN RICO PURBA

NIM 1 155202371

No.HP/Identitas ;. 081360275276/1271140512880001

Prodi/Jurusan :  Magister llmu Hukum/Hukum Litigasi

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas |1B Wirogunan Kota
Yogyakarta

Waktu Penelitian : 12 Januari 2018 s.d 31 Mei 2018 (Perpanjangan I)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

8 Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

“
AN

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubemnur DIY (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi Magister limu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta;

3. Yang bersangkutan.
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PENGAYOMAN

42 Januari 2018
Nomor : W14. PK. 01.08.03- 249
Lampiran i-
Perihal : [jin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :369/UN37.2/L.T/2018 tanggal 15 Januari 2018
perihal sebagaimana dalam pokok surat , dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin
kepada :

Nama : Desborn Rico Purba

NIM i 155202371

Program/Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Litigasi

Fakultas : Fakultas Hukun Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Waktu Penelitian : 12 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II Yogyakarta dalam
rangka Penelitian Tesis dengan judul proposal“HAK NARAPIDANA WANITA ATAS
REPRODUKSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB
WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA“dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,

2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturanyang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIBYogyakarta,

3. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaD.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
a.n.Kepala Kantor Wilayah
A\

TembusanYth.:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.1 Yogyakarta (§¢bagai laporan);
2.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,

- 3.Yang bersangkutan.



